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BAB III 

Penutup 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan: 

 1. Terdapat beberapa perubahan aspek PKWT dalam UU Ketenagakerjaan 

setelah UU Cipta Kerja diundangkan. Perubahan tersebut meliputi dasar 

pembuatan PKWT yang diperjelas dengan ditambahkannya dua ayat baru, 

dihapusnya ketentuan mengenai akibat hukum dari pembuatan PKWT 

secara tidak tertulis, penambahan jenis pekerjaan yang dapat disepakati 

dengan PKWT, perubahan jangka waktu maksimal pelaksanaan PKWT, 

perubahan ketentuan perpanjangan PKWT, dihapusnya ketentuan 

mengenai pembaharuan PKWT, dan ditambahkannya pasal baru yang 

mengatur tentang pemberian uang kompensasi setelah PKWT berakhir. 

 2. Perubahan undang-undang yang terjadi tidak banyak mempengaruhi 

pelaksanaan PKWT pada perusahaan tempat penelitian ini dilakukan. Hal 

ini disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang masih berpedoman pada 

UU Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada 

dalam UU Cipta Kerja. Sebagian besar pelaksanaan PKWT pada 
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perusahaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat kesepakatan mengenai 

pemberian upah yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan, sehingga pelaksanaan PKWT pada perusahaan 

tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

B. Saran 

 Peneliti memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak 

yang terlibat dalam penelitian ini. Berikut saran yang ingin peneliti sampaikan: 

 1. Bagi perusahaan tempat penelitian ini dilakukan, sebaiknya pemberian 

upah kepada operator yang bekerja kurang dari tiga bulan disesuaikan 

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. 

 2. Bagi pekerja dengan PKWT di perusahaan tempat penelitian ini dilakukan, 

sebaiknya para pekerja dapat mempertimbangkan kembali kesepakatan 

yang dibuat dengan perusahaan bila ditemukan hal yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan 

untuk memastikan para pekerja menerima hak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 3. Bagi pemerintah, sebaiknya ketentuan yang sudah jelas dan memberikan 

kepastian hukum seperti akibat hukum dari pembuatan PKWT secara tidak 
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tertulis dan pembaharuan PKWT tidak perlu dihapus. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat terjadi di kemudian 

hari. 
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